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ABSTRAK

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga, yang biasa
dikenal sebagai mediator. Mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang
netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran mengenai
penyelesaian  sengketanya. Usulan-usulan  penyelesaian  sengketa melalui
mediasi dibuat agak informal. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tidaklah
mengikat. Mediasi lebih mengedepankan win win solution tanpa ada pihak yang
menang dan pihak yang kalah. Dalam hal mediasi dilakukan di gedung
pengadilan, mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui panitera
melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita
pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi. Proses mediasi berlangsung
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan
mediasi. Permasalahan yang dihadapi khalayak sasaran sebelum pemberian materi
adalah minimnya pengetahuan masyarakat warga Desa Hilinifaoso Kec. Ulususua
Kab. Nias Selatan mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Pelaksanaan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan
dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan
pengetahuan masyarakat warga Desa Hilinifaoso Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan
mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para
peserta pada kuisioner yang diberikan setelah pelaksanaan kegiatan. Dari 31 orang
peserta, 95% menjawab telah memahaminya.

Kata kunci: mediasi pengadilan, kuasa hukum, kuesioner, juru sita.

Abstract
Mediation is a way of resolving disputes through a third party, commonly known
as a mediator. The mediator with his capacity as a neutral party seeks to
reconcile the parties by providing advice on dispute resolution. Proposals for
dispute resolution through mediation are made rather informal. Dispute
resolution through mediation is not binding. Mediation prioritizes a win-win
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solution without either a winning party or a losing party. In the event that the
mediation is conducted in the court building, the mediator under the authority of
the Case Examining Judge through the clerk shall summon the parties with the
assistance of a bailiff or substitute bailiff to attend the mediation meeting. The
mediation process lasts a maximum of 30 (thirty) days from the date of the order
to mediate. The problem faced by the target audience before giving the material
was the lack of knowledge of the people of Hilinifaoso Village, Kec. Ulususua
Kab. South Nias regarding mediation procedures in court. The implementation of
this community service activity can be said to have been successfully implemented
and the benefits can be felt directly by the participants, namely increasing the
knowledge of the people of Hilinifaoso Village, Kec. Ulususua Kab. South Nias
regarding mediation procedures in court. This can be seen from the answers of
the participants to the questionnaire given after the activity. Of the 31
participants, 95% answered that they understood it.

Keywords: court mediation, attorney, questionnaire, bailiff.

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak
dapat hidup seorang diri di dunia ini, sehingga manusia membutuhkan orang lain
untuk hidup dan menjalani kehidupannya. Kita tidak dapat menghindar untuk
berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-
hari. Proses berinteraksi ini tidak selamanya berjalan dengan lancar karena
masing-masing individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena
itu, interaksi sesama manusia berpotensi terjadinya perbedaan pendapat yang akan
menimbulkan suatu permasalahan.

Apabila terjadi permasalahan atau sengketa, selama ini biasanya
diselesaikan di pengadilan. Akan tetapi, di berbagai literatur terdapat beberapa

kelemahan penyelesaian sengketa di pengadilan, antara lain yaitu:
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1. Penyelesaian sengketa di pengadilan membutuhkan proses yang panjang
dan akan memakan waktu yang sangat lama untuk memperoleh keputusan
yang benar-benar final, karena pihak yang kalah di pengadilan dapat
mengajukan banding ke pengadilan tinggi, lalu pihak yang kalah di
pengadilan tinggi dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

2. Penyelesaian sengketa di pengadilan bersifat adversary, yaitu memaksa
para pihak untuk saling menyerang untuk membuktikan kebenaran alat
buktinya masing-masing.

3. Penyelesaian sengketa di pengadilan membutuhkan biaya yang mabhal,
karena para pihak harus menyewa advokat dan harus menjalani proses
persidangan mulai dari pengadilan, pengadilan tinggi, hingga ke
Mahkamah Agung. Untuk sekedar diketahui, pengadilan tinggi terletak di
ibukota provinsi, sedangkan Mahkamah Agung terletak di ibukota negara,
yaitu di Jakarta.

4. Penyelesaian sengketa di pengadilan mempunyai prosedur yang ketat dan
dilaksanakan di ruang sidang pengadilan, sehingga menghilangkan
keleluasaan para pihak untuk mencari penyelesaian yang lebih baik.

5. Penyelesaian sengketa di pengadilan bersifat lawyer oriented, yaitu para
pihak menyerahkan semua kepentingannya kepada advokat masing-

masing untuk memenangkan perkara.
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6. Penyelesaian sengketa di pengadilan bersifat win-lose situation, yaitu
berdasarkan pada benar atau salah, sehingga hanya ada satu pemenang.

7. Penyelesaian sengketa di pengadilan mengakibatkan putusnya
hubungan silaturahmi di antara para pihak.

8. Penyelesaian sengketa di pengadilan dapat memicu munculnya konflik
baru yang dicari-cari oleh pihak yang kalah, karena biasanya pihak yang
kalah merasa tidak puas oleh putusan hakim.

9. Penyelesaian sengketa di pengadilan terbuka untuk umum dan sangat
rentan diekspos oleh media massa, yang tentunya akan sangat
mengganggu privasi para pihak.

10. Kemampuan hakim di pengadilan terbatas, sehingga tidak menguasai

semua permasalahan hukum yang ada.

Padahal, salah satu asas peradilan adalah penyelenggaraan peradilan yang
sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Oleh karena itu, sebelum menyidangkan
pokok perkara, majelis hakim biasanya menyarankan para pihak untuk terlebih
dahulu menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi. Mediasi merupakan cara
penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses
yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang
memuaskan serta berkeadilan. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggantikan Peraturan
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Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 merupakan angin segar bagi sistem
peradilan di Indonesia.

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga,
yang biasa dikenal sebagai mediator. Mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak
yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran
mengenai penyelesaian sengketanya. Usulan-usulan penyelesaian sengketa
melalui mediasi dibuat agak informal. Saran tersebut didapat setelah mediator
memperoleh informasi mengenai pokok-pokok permasalahannya dari para pihak,
bukan atas hasil penyelidikan mediator. Jika saran tersebut ditolak, mediator
masih dapat melanjutkan fungsinya dengan memberikan saran-saran baru. Fungsi
utama mediator adalah mencarikan solusi-solusi yang dapat menyelesaikan
permasalahan yang terjadi di antara para pihak. Penyelesaian sengketa melalui
mediasi tidaklah mengikat. Mediasi lebih mengedepankan win win solution tanpa
ada pihak yang menang dan pihak yang kalah.

a. Defenisi Sengketa

Suatu sengketa timbul biasanya karena adanya permasalahan dalam
masyarakat.Sengketa dimulai dari situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan
oleh pihak lain,yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan
kepada pihak keduaAda dua hal yang menimbulkan masalah,yaitu:

1.Karena adamya perbedaan antara das Sollen dengan das Sein.
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Das Sein

2.Karena adanya perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi.

Keinginan

Yang terjadi

Perbedaan antara apa yang terjadi (das Sein) dan apa yang seharusnya (das Sollen)
itulah yang menjadi permasalahan.Semakin jauh perbedaan semakin besar
permasalahannya dan jika semakin dekat perbedaannya maka semakin kecil pula
masalahnya.Apabila antar das Sollen dengan das Sein sudah sama,maka tidak ada
masalah.Perbedaan antara das Sollen dan das Sein merupakan masalah yang lebih
bersifat normatif,sedang perbedaan antara apa yang diinginkan dan apa yang
terjadi itu merupakan masalah yang bersifat individual atau emosional.

Apabila suatu masalah berbenturan dengan orang lain dan disertai rasa
emosional,maka akan menimbulkan sengketa.Tetapi jika tidak disertai rasa
emosional,maka tidak ada sengketa.Suatu sengketa muncul karena adanya suatu
masalah yang berbenturan dengan orang lain yang disertai rasa emosional.Rasa
emosional inilah yang kemudian menimbulkan sikap bersengketa dan mendorong
yang bersangkutan untuk ingin menyelesaikan masalahnya.Penyelesaian masalah

antara individu yang bersengketa itu merupakan sengketa social. Sengketa sosial
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ini terjadi apabila keinginan pihak yang satu berbenturan dengan keinginan pihak
yang lain.
a. Sengketa Perdata

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang penyelesaian sengketa perdata
dengan cara mediasi di sehingga perlu di definisikan terlebih dahulu apa yang di
maksud sebagai sengketa perdata.Untuk dapat memberikan definisi sengketa
perdata perlu di ketahui terlebih dahulu apa itu arti dari hubungan perdata.Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari hubungan perdata adalah hubungan
formal yg mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang atas dasar
logika,dan material yg mengatur hak,harta benda,hubungan antar orang atas dasar
kebendaan.

Dengan demikian dapat di ambil pengertian bahwa hubungan perdata adalah
hubungan hukum (rechtsrelatie) yaitu hubungan antara subjek hukum yang
akibatnya diatur oleh hukum yang dapat menimbulkan hak atau meleyapkan
hak.Dari penjelasan di atas dapat di tarik pengertian sengketa perdata adalah
konflik yang terjadi antar subjek hukum yang di dalamnya terdapat perselisihan
ataupun konflik hak - hak keperdataan.

b. Penyelesaian Sengketa Perdata

Pengembagan mediasi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor budaya,karena
mediasi merupakan bagian dari tradisi yang berkembang di masyarakat.Adanya

Perma No.1 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari Perma No.1 Tahun 2008
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diharapkan dapat menjadi instrument yang efektif dalam menghadapi berbagai
perkara yang menumpuk di pengadilan,juga mengurangi penumpukan perkara
kasasi di Mahkamah Agung.Keberadaan mediasi dalam proses acara ke
pengadilan diharapkan dapat memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam
menyelesaikan sengketa.

Il. METODE PELAKSANAAN
1. Tahap Administrasi

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Fakultas Hukum
ditujukan ke Kepala Desa Hilinifaoso Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan dipimpin
oleh Bapak Famatimbowo Giawa. Pada tahap administrasi ini menggunakan
komunikasi antar pribadi yang baik sehingga pihak Lingkungan memberi
kepercayaan kepada Fakultas Hukum Univ. Darma Agung untuk memberikan
penyuluhan kepada para warga di lingkungan tersebut.

Berdasarkan pengamatan langsung dari tim pengabdian serta wawancara
langsung kepada warga Desa Hilinifaoso Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan banyak
warga yang belum memahami benar cara/ prosedur mediasi di pengadilan yang
untuk mendapatkan hasil yang berkeadilan dan efisiensi dalam waktu.

2. Tahap Persiapan

Tim Pelaksana PKM membuat persiapan media yang akan digunakan

dalam penyuluhan baik berbentuk pemaparan materi dengan menggunakan point.

3. Tahap Implementasi
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Setelah pemateri dari Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
memaparkan materi, moderator memberi kesempatan kepada warga Desa
Hilinifaoso Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan untuk bertanya. Warga antusias
bertanya dan menyampaikan tanggapan mereka tentang apa yang mereka ketahui
tentang mediasis serta dampaknya bagi penyelesaian permasalahan UNTUK
Memberikan pemahaman kepada warga Desa Hilinifaoso Kec. Ulususua Kab. Nias
Selatan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang
tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak
untuk  memperoleh  penyelesaian  yang memuaskan serta berkeadilan,
Memberikan pemahaman kepada warga pentingnya pengetahuan mengeai
prosedur mediasi di pengadilan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk
pendidikan dan penyuluhan tentang “Peningkatan Pengetahuan Masyarakat
Mengenai Prosedur Mediasi Di Pengadilan” ini diperuntukan bagi warga Desa
Hilinifaoso Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin,
10 Agustus 2020, Pukul 10.00 Wib s/d 12.00 Wib kepada Warga Desa Hilinifaoso
Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan. Kegiatan ini berbentuk:

e Ceramah dengan narasumber dari Akademisi Fakultas Hukum UDA
e Memberi kesempatan kepada warga untuk bertanya dan berinteraksi langsung
dengan penceramah.

4. Tahap Evaluasi
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Tahap ini, evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai. Evaluasi dibuat
dengan memberikan kuesioner kepada warga. Observasi dan evaluasi yang
dilakukan lalu dibandingkan dengan pengetahuan mereka pada awal tahap

sebelum materi disampaikan dan setelah penyuluhan diberikan secara jelas.

I1l. HASIL DAN PEMBAHASAN
Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak

ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang
membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang
diterima oleh kedua belah pihak. Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid
yaitu suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan
penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan
antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang
adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua
belah pihak yang bersengketa.

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris “mediation”, yang artinya
penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau
penyelesaian sengketa penengah.

Ada beberapa batasan pengertian mediasi yang dikemukakan oleh para
ahli. Gary Goodpaster mengemukakan mediasi adalah proses negosiasi

pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral
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bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh
kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter,
mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para
pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk
membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka.
Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika
sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah
laku pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau
dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif. Dengan demikian, akan
membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang
dipersengketakan. Sikap khalayak sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini adalah baik dan antusias dalam menyimak
materi yang dipaparkan oleh tim pengabdian. Hal ini didukung oleh Kepala Desa
yang memfasilitasi kegiatan dengan memberikan waktu, tempat, dan peserta
untuk pelaksanaan kegiatan.

Selain meningkatkan pengetahuan masyarakat warga Desa Hilinifaoso Kec.
Ulususua Kab. Nias Selatan mengenai prosedur mediasi di pengadilan, hasil fisik
yang bermanfaat bagi khalayak sasaran adalah memperoleh materi yang
disampaikan oleh tim pengabdian berupa hand out materi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif

oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa
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pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pengabdian memaparkan materi,
yaitu peserta yang bernama Yulianti mengajukan pertanyaan ‘“Bagaimana
sebenarnya prosedur menyelesaikan sengketa melalui mediasi di pengadilan? Jika
memang mediasi jauh lebih baik, mengapa pihak pengadilan tidak pernah
melakukan sosialisasi ke masyarakat?”

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi
berlaku dalam proses berperkara di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
maupun peradilan agama. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh
para pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh
mediasi. Setelah itu, para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang
tercatat dalam daftar mediator di pengadilan.

Dalam hal mediasi dilakukan di gedung pengadilan, mediator atas kuasa
Hakim Pemeriksa Perkara melalui panitera melakukan pemanggilan para pihak
dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan
mediasi. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Jika mediasi berhasil mencapai
kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan
secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh para
pihak dan mediator.

Pihak pengadilan telah melakukan sosialisasi terhadap Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini dalam bentuk mewajibkan para pihak
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yang bersengketa di pengadilan untuk terlebih dahulu menyelesaikan
permasalahannya melalui mediasi.

Selain itu, dalam Tri Dharma perguruan tinggi, salah satu kewajiban
seorang dosen adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena
itu, kegiatan penyuluhan hukum dengan judul “Peningkatan Pengetahuan
Masyarakat warga Desa Hilinifaoso Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan Mengenai
Prosedur Mediasi di Pengadilan” ini merupakan salah satu bentuk pengabdian
kepada masyarakat berupa sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim dosen dari
Fakultas Hukum Universitas Darma Agung.

Permasalahan yang dihadapi khalayak sasaran sebelum pemberian materi
adalah minimnya pengetahuan masyarakat warga Desa Hilinifaoso Kec. Ulususua
Kab. Nias Selatan mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Pelaksanaan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan
dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan
pengetahuan masyarakat warga Desa Hilinifaoso Kec. Ulususua Kab. Nias Selatan
mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para
peserta pada kuisioner yang diberikan setelah pelaksanaan kegiatan. Dari 31 orang
peserta, 95% menjawab telah memahaminya.

Pengabdian kepada masyarakat dengan tema mengenai prosedur mediasi
di pengadilan ini menarik untuk dilaksanakan. Sebaiknya kegiatan dengan tema

ini rutin dilaksanakan di kelurahan lainnya agar masyarakat dapat mengetahui dan
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memahami mengenai prosedur mediasi di pengadilan, terutama setelah lahirnya
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan.

IV. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan penulis, dapat

disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan mediasi di secara umum telah berjalan sesuai prosedur yang
berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam praktiknya semua perkara yang
masuk ke pengadilan Lubuk Pakan akan dimediasi terlebih dahulu dan
apabila perkara tidak di mediasi maka putusan dianggap batal demi
hukum.

2. Keberadaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini masih belum efektif
penerapannya di , karena volume perkara yang diajukan di sangatlah
banyak terlebih lagi mediator yang tersedia di Pengadilan Lubuk Pakan
hanyalah mediator hakim sedangkan seorang hakim mempunyai tugas
yang banyak dalam memeriksa, mengadili, dan memutus berbagai
penumpukan perkara yang telah diajukan di .

3. Mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukannlah
pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih menonjol

dibandingkan pokok persoalan yang sebenarnta. Banyak faktor yang dapat
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menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, diantara sekian
banyak faktor tersebut, salah satunya adalah rendahnya tingkat
keberhasilan mediasi di Pengadilan yang banyak diakibatkan oleh
lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang
ditawarkan. Selain itu ketersedian prosedur yang memadai bagi proses
perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa hakum dalam
mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

4. Efektivitas mediasi di dari segi hasil masih kurang efektif dikaenakan
banyaknya perkara yang gagal pada proses mediasi. Yang menjadi tolak
ukur efektifnya mediasi adalah perundingan berjalan, jika melihat pada
hasil maka mediasi berhasil berarti mediasi efektid dan apabila gagal
berarti mediasi tidak efektif.

5. Kendala yang dialami mediator dalam pelaksanaan mediasi dapat dilihat
dari para pihak, dimana jika para pihak tidak mempunyai itikad baik maka
akan mempersulit mediator dalam mencari dan menemukan solusi yang
tepat untuk menyelesaikan proses mediasi. Bahwa mediasi itu hanya akan
efektif jika para pihak benar-benar ingin menyelesaikan sengketa mereka
dengan cara mediasi. Jika hanya satu pihak saja yang mempunyai itikad
baik maka mediasi tidak akan berhasil. Salah satu hal yang juga menjadi
penyebab tidak berhasilnya mediasi ini adalah pemahaman masyarakat

mengenai keberadaan mediasi. Seharusnya mediasi dapat disebarluaskan
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atau disosialisasikan dengan baik agar measyarakat mengetahui betapa
pentingnya medisi dalam menyelesaikan sengketa.
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